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KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN  
BAKU: Studi Terhadap Perjanjian Penginapan di Surakarta 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil klausul-klausul yang terdapat 
dalam perjanjian penginapan di Surakarta dan untuk mengetahui kekuatan 
mengikat klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan di Surakarta. 
Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan 
doktrinal yang bersifat normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif. Bentuk dan jenis data berupa data sekunder dan data primer. Metode 
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian data 
dianalisis menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
terdapat klausul baku yang merupakan klausula eksonerasi dan yang bukan 
klausal baku dalam perjanjian penginapan di Surakarta. Terdapat 4 (empat) bentuk 
klausul eksonerasi dalam perjanjian penginapan. Klausul-klausul yang terdapat 
dalam perjanjian penginapan yang diteliti mempunyai kekuatan mengikat bagi 
para pihak baik untuk perjanjian penginapan yang ditandatangani maupun untuk 
yang tidak ditandatangani. 
 
Kata kunci : klausul eksonerasi, perjanjian baku, perjanjian penginapan 
 
Abstract 
This study aims to determine the profile of clauses contained in lodging 
agreements in Surakarta and to know the strength of binding clauses contained in 
lodging agreements in Surakarta.The research method uses legal research methods 
with a normative doctrinal approach. The type of research used is descriptive. 
Form and type of data in the form of secondary data and primary data.Methods of 
data collection through literature study and interviews then data were analyzed 
using deductive analysis.The results showed that there is a standard clause which 
is an exoneration clause and not a standard clause in lodging agreement in 
Surakarta.There are 4 (four) forms of exoneration clauses in the lodging 
agreement.The clauses contained in the lodging agreement examined have binding 
strength for parties both for signed and non-signed lodging agreements. 
 




Dari tahun ke tahun perkembangan usaha jasa semakin meningkat. 
Banyak orang yang berlomba-lomba membangun usaha dibidang jasa tertentu 
untuk mencari keuntungan. Seperti halnya jasa penginapan yang sekarang ini 
dapat ditemukan dikota-kota besar. Persaingan yang ketat antar pengusaha 
jasa penginapan membuat sebagian pelaku usaha menerapan perjanjian baku 
dalam pelaksanaannya setiap hari. Hal tersebut terkadang banyak 
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menimbulkan permasalahan bagi para konsumen. Tidak jarang pelaku usaha 
mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawabnya. Pasal 1 angka 
10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
mendefinisikan klausula (perjanjian) baku sebagai berikut : 
“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan 
dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 
wajib dipenuhi oleh konsumen.” 
 
Walaupun Pasal 1 angka 10 UUPK menekankan pada prosedur 
pembuatan klausula baku dalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat 
dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula baku tersebut ikut 
mempengaruhi isi perjanjian. Artinya melalui berbagai klausula baku, isi 
perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan 
konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu take it or leave it 
(menyetujui atau menolak) perjanjian yang diajukan kepadanya. Hal ini yang 
menurut Shidarta menjadi penyebab perjanjian standar dikenal dengan nama 
take it or leave it contract.
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Dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian 
merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini 
merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat 
tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak 
menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima 
walaupun dengan berat hati.  
Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha 
menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya.
2
 Adapun didalam 
perjanjian baku dalam jasa penginapan dicantumkan klausula eksonerasi. 
Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan 
pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul 
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 Tujuan utama klausula eksonerasi ialah 
mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan usaha. 
Sebagai contoh penerapan perjanjian baku dalam penginapan yang ada 
misalnya pencantuman klausul isi perjanjian yang berbunyi “bahwa hotel tidak 
bertanggung jawab atas barang-barang yang ditinggalkan dikamar”. Contoh 
lain yaitu pencantuman klausul dalam isi perjanjian yang berbunyi “hotel tidak 
bertanggung jawab atas kekurangan, kerusakan atau kehilangan dari barang-
barang tamu. Kedua isi perjanjian diatas jelas merupakan perjanjian yang 
tergolong sangat merugikan pihak konsumen, karena di dalam perjanjian 
terdapat klausula berupa pengurangan atau penghapusan tanggung jawab 
terhadap akibat hukum yang timbul, sehingga beban pemenuhan kewajiban 
ada pada pihak konsumen. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalahnya yaitu 
Bagaimanakah profil klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian 
penginapan di Surakarta dan Bagaimanakah kekuatan mengikat klausul-
klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan di Surakarta. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan profil klausul-klausul yang terdapat dalam 
perjanjian penginapan di Surakarta dan untuk mendeskripsikan kekuatan 
mengikat klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan di 
Surakarta. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi keberadaan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan dapat menambah 
wawasan bagi penulis dalam kaitanya dengan hukum perdata. 
 
2. METODE 
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
doktrinal (normatif), dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder dan data primer. Dalam penelitian ini penulis 
melakukan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan 
wawancara untuk mengumpulkan, mencari, mencatat, menginventaris, 
melengkapi, dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan 
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permasalahan yang. Dianalisa menggunakan logika deduktif untuk mengambil 
kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. 
Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Profil Klausul-klausul yang terdapat dalam Perjanjian Penginapan di 
Surakarta.  
Isi perjanjian penginapan dari 4 (empat) penginapan diperoleh data 
yang terdapat klausul eksonerasi yaitu : Bentuk klausula eksonerasi 
dimana tanggungjawab untuk akibat-akibat hukum, karena tidak atau 
kurang baik memenui kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan 
(misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar janji kewajiban=wanprestasi). 
Klausul ini terdapat di 3 (tiga) perjanjian penginapan yang diteliti oleh 
penulis, yaitu Hotel Amrani Syariah, Hotel Sanashtri dan Hotel Riyadi 
Palace. Untuk dapat dikatakan bahwa klausul tersebut diatas merupakan 
klausul eksonerasi maka dapat dilihat dari beberapa pernyataan menurut 
R.J.H. Engels, bahwa syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan 
tanggung jawab (syarat-syarat eksonerasi) tersebut, pada umumnya 
dituangkan dalam tiga bentuk juridis yaitu bentuk dimana tanggung jawab 
untuk akibat-akibat hukum, karena tidak atau kurang baik memenuhi 
kewajiban-kewajiban, dikurangi, atau dhapuskan (misalnya ganti kerugian 
dalam hal ingkar kewajiban=wanprestasi), bentuk dimana kewajiban-
kewajiban sendiri, yang biasanya dibebankan pada pihak untuk mana 
syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya perluasan pengertian 
keadaan darurat), bentuk dimana kewajiban-kewajiban dicipta, salah satu 
pihak dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak 




                                                                   
4
Kelik Wardiono, 2014, Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen, Beberapa 






Maka klausul-klausul yang terdapat di hotel amrani syariah, hotel 
sanashtri dan hotel brothers inn adalah merupakan klausul baku yang 
didalamnya terdapat klausul eksonerasi, dengan bentuk pembatasan atau 
penghapusan tanggung jawab karena tidak atau kurang baik memenuhi 
kewajiban-kewajiban, dikurangi, atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian 
dalam hal ingkar kewajiban/wanprestasi) sesuai dengan pernyataan R.J.H. 
Engles. Maka klausul-klausul tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 
angka 10 UUPK sebagai klausul baku dan sesuai dengan pernyataan 
R.J.H. Engels sebagai klausul eksonerasi. 
Bentuk klausula eksonerasi pembatasan waktu bagi orang yang 
dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi. Klausul 
tersebut yang tercantum didalam peraturan untuk tamu hotel amrani 
syariah telah ditetapkan oleh pihak pelaku usaha yaitu pihak hotel dari 
amrani syariah. Penginap atau tamu hotel tidak ikut menentukan isi 
perjanjian dan berbentuk tertulis. Penginap atau tamu hotel harus 
menyetujui isi dari perjanjian penginapan yang tercantum didalam 
peraturan untuk tamu hotel tanpa harus ikut menentukan isinya. Hal 
tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UUPK. 
Untuk dapat dikatakan bahwa klausul tersebut merupakan klausul 
eksonerasi maka David Yates mengemukakan, terdapat tiga bentuk atau 
ciri-ciri klausul eksonerasi antara lain pembebasan sama sekali atau 
pengurangan dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya 
apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi), pembatasan jumlah ganti rugi 
yang dapat dituntut, pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk 
dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi (dalam hal ini batas waktu 
tersebut seringkali lebih pendek dari waktu yang ditentukan oleh undang-
undang, bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.
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Dari uraian diatas maka penulis menyatakan bahwa klausul diatas 
yang terdapat didalam peraturan untuk tamu hotel amrani syariah 
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merupakan klausul baku yang didalamnya terdapat klausul eksonerasi. 
Dengan bentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat 
mengajukan gugatan atau ganti rugi sesuai dengan pernyataan David 
Yates. Maka klausul tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 10 
UUPK Sebagai klausul baku dan sesuai dengan pernyataan David Yates 
sebagai klausul eksonerasi. 
Bentuk klausula eksonerasi pembebasan sama sekali dari tanggung 
jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji 
(wanprestasi). Klausul ini terdapat di 1 (satu) perjanjian penginapan yang 
diteliti oleh penulis yaitu Hotel Brothers Inn. David Yates, mengemukakan 
bahwa klausul eksonerasi dapat muncul dalam berbagai bentuk , yaitu 
berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus 
dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi), 
pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, pembatasan waktu bagi 
orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.
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Dari uraian diatas penulis maka penulis menyatakan bahwa klausul 
yang tecantum diperaturan untuk tamu hotel brothers inn adalah 
merupakan klausula eksonerasi dengan bentuk pembebasan sama sekali 
dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi 
ingkar janji sesuai dengan pernyataan David Yates. Maka klausul 
merupakan klausul baku yang didalamnya terdapat klausul eksonerasi. 
Karena telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 10 UUPK dan sesuai dengan 
Pernyataan David Yates sebagai klausul eksonerasi. 
Bentuk klausula eksonerasi menyatakan tunduknya konsumen 
kepada peraturan yang berupa aturan baru tambahan, lanjutan dan/atau 
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Klasul ini terdapat di 1 
(satu) perjanjian penginapan yang diteliti yaitu Hotel Amrani Syariah. 
Untuk dapat dikatakan klausul diatas merupakan klausula 
eksonerasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK, 





yang menetapkan : (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau 
jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian 
apabila : menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, 
menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 
barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak 
menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau 
jasa yang dibeli konsumen, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen 
kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang 
dibeli oleh konsumen secara angsuran, mengatur perihal pembuktian atas 
hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh 
konsumen, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat 
jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual 
beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat 
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 
dibelinya, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 
usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, (2) pelaku 
usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya 
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapnya 
sulit dimengerti. 
Dari uraian diatas maka penulis menyatakan bahwa klausul 
tersebut merupakan klausul eksonerasi yang dibakukan sesuai dengan 
Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Maka klausul 
yang terdapat didalam peraturan tamu hotel sanashtri tersebut merupakan 
klausul baku yang didalamnya terdapat klausul eksonerasi. Karena telah 
memenuhi unsur Pasal 1 angka 10 UUPK sebagai klausul baku dan 




Bukan klausul eksonerasi dalam perjanjian Penginapan. Klausul-
klausul yang tercantum didalam peraturan untuk tamu hotel amrani syariah 
dan hotel sanashtri yang bukan penggalihan tanggung jawab  merupakan 
klausul baku yang didalamnya tidak terdapat klausul eksonerasi. Karena 
memenuhi unsur dengan Pasal 1 angka 10 UUPK sebagai klausul baku 
dan tidak sesuai dengan syarat-syarat eksonerasi dari pendapat R.J.H. 
Engles maupun David Yates sebagai klausul eksonerasi. 
Dari perjanjian penginapan yang diteliti terdapat klausul yang 
bukan klausul baku yaitu terdapat diformulir registrasi yang berisi 
identitas dari tamu hotel yang akan menginap di hotel brothers inn dan 
hotel riyadi palace. Bahwa klausul yang terdapat diformulir registrasi 
check in hotel Brothers Inn dan hotel Riyadi Palace dibagian identitas 
bukan merupakan klausul baku. Karena tidak memenuhi unsur Pasal 1 
angka 10 UUPK sebagai klausul baku. 
3.2 kekuatan mengikat klausul-klausul yang terdapat dalam Perjanjian 
Penginapan di Surakarta. 
Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 
KUH Perdata tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut yaitu sepakat 
mereka yang mengikatkan dirinya, syarat yang pertama sahya kontrak 
adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Yang dimaksud 
dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu 
orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pada dasanya, cara yang paling 
banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna 
secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis 
adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat 
bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.
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Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kecakapan bertindak 
adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan huku. 
Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. 
Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang 
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cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, 
sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
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Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan 
hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah 
berumur 21 tahun atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenag untuk 
melakukan perbuatan hukum yaitu anak dibawah umur, orang yang ditaruh 
dibawah pengampuan, istri (Pasal 1330 KUH Perdata) akan tetapi dalam 
perkembangannya istri dapt melakukan perbuatn hukum, sebagai mana 
diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Sema No. 3 Tahun 1963. 
Suatu Hal Tertentu, di dalam bebagai literatur disebutkan bahwa 
yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi 
adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak 
kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif.
9
 
Suatu sebab yang halal, dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, 
bahasa latin causa) ini dimaksudkan tiadalain dari pada isi perjanjian. 
Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa 




Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena 
menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian dan apabila syarat ini 
tidak terpenuhi maka perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. 
Syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif karena menyangkut 
obyek perjanjian dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka 
perjanjian atau kontrak batal demi hukum.
11
 
Akan tetapi walaupun demikian keadaannya, klausul eksonerasi 
yang telah dibakukan dalam suatu perjanjian dan isinya telah ditetapkan 
secara sepihak tersebut, akan mengikat para pihak apabila telah dilakukan 
pertama, penandatanganan pada dokumen-dokumen ataupun syarat-syarat 
tertulis (kekuatan mengikat dari dokumen-dokumen yang ditandatangani. 
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Asser-Rutten menyatakan bahwa, setiap orang yang menandatangani 
perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. 
Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian 
baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda 
tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. 
Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya. 
Subekti menyatakan bahwa, dengan sama-sama menaruh tanda tangan 
dibawah pernyataan-pernyataan tertulis, merupakan bukti bahwa kedua 
belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. 
Perjanjian yang demikian (persetujuan yang dibuat secara sah), berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam arti 
perjanjian itu mengikat seperti halnya dengan suatu undang-undang (asas 
pacta sunt servanda). Dari sudut kepastian hukum, memang sudah 
selayaknya bahwa setiap orang yang memperjanjikan sesuatu, mendapat 
jaminan, bahwa apa yang ditetapkan dalam perjanjian itu tidak akan 
dikurangi atau ditawar lagi sedikitpun.
12
 
Kedua, pemberitahuan ataupun pengetahuan tentang adanya syarat-
syarat, yang dicantumkan didalam dokumen yang tidak ditandatangani 
(kekuatan mengikat dari dokumen-dokumen yang tidak ditandatangani). 
Menurut Mahesh M. Kumar dalam hukum Inggris klausul eksonerasi yang 
ditunjuk oleh suatu perjanjian tertulis yang tidak ditandatangani dapat 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis itu apabila : 
pertama, pihak yang meminta agar klausul tersebut diberlakukan, dapat 
membuktikan bahwa klausul tersebut telah diketahui oleh pihak lainnya 
atau bahwa usaha-usaha untuk memberitahukan adanya klausul tersebut 
kepada pihak lainnya, telah dilakukan sebelum atau pada waktu kontrak 
tersebut dibuat, kedua, pihak lainnya telah mengetahui tentang klausul 
tersebut baik dari sifat dokumennya ataupun karena adanya course of 
dealings yang ajeg, yang menimbulkan pengetahuan kepada pihak yang 
bersangkutan tentang adanya klausul tersebut.
13
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Dengan uraian diatas maka penulis menyatakan bahwa perjanjian 
penginapan yang ditandatangani yaitu peraturan untuk tamu hotel amrani 
syariah, formulir registrasi check in hotel riyadi palace dan hotel brothers 
inn karena terdapat tanda tangan didalam dokumen tersebut maka 
mempunyai kekuatan mengikat sesuai pendapat R. Subekti. Untuk yang 
tidak ditandatangani yaitu peraturan untuk tamu hotel sanashtri karena telah 
menyampaikan pemberitahuan kepada tamu hotel dengan menempelkan 
disetiap kamar dan juga terdapat dimeja front office mempunyai kekuatan 
mengikat sesuai dengan pendapat Mahesh M. Kumar. 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 4 (empat) 
penginapan maka dapat disimpulkan : 
Profil klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan di 
Surakarta. Klausul baku yang didalamnya terdapat klausul eksonerasi bentuk 
dimana tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena tidak atau kurang 
baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya 
ganti kerugian dalam hal ingkar janji kewajiban=wanprestasi). Klausul ini 
terdapat di 3 (tiga) perjanjian penginapan yang diteliti oleh penulis, yaitu 
Hotel Amrani Syariah, Hotel Sanashtri dan Hotel Riyadi Palace. Hal ini 
merujuk pada Pendapat R.J.H. Engles. 
Klausul baku yang didalamnya terdapat klausul eksonerasi pembatasan 
waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti 
rugi. Klasul ini terdapat di 1 (satu) perjanjian penginapan yang diteliti yaitu 
Hotel Amrani Syariah. Hal ini merujuk pada pendapat David Yates. 
Klausul baku yang didalamnya terdapat klausul eksonerasi 
pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh 
pihaknya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi). Klausul ini terdapat di 1 
(satu) perjanjian penginapan yang diteliti oleh penulis yaitu Hotel Brothers 
Inn. Hal ini merujuk pada Pendapat David Yates. 
Klausul baku yang didalamnya terdapat klausul eksonerasi 
menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru 
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tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 
Klausul ini terdapat di 1 (satu) perjanjian penginapan yang diteliti oleh penulis 
yaitu Hotel Sanashtri. Hal ini merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Klausul baku yang bukan klausul eksonerasi. Klausul ini terdapat di 2 
(dua) perjanjian penginapan yang diteliti oleh penulis yaitu Hotel Amrani 
Syariah dan Hotel Sanashtri. Hal ini merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bukan klausul 
baku. Klausul ini terdapat di 2 (dua) perjanjian penginapan yang diteliti oleh 
penulis yaitu Hotel Brothers Inn dan Hotel Riyadi Palace. Hal ini tidak 
merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Kekuatan Mengikat Klausul-Klausul Yang Terdapat Dalam Perjanjian 
Penginapan di Surakarta. Klausul-klausul yang terdapat dalam 4 (empat) 
perjanjian penginapan yaitu hotel amrani syariah, hotel sanashtri, hotel riyadi 
palace, dan hotel brothers inn mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. 
Untuk  perjanjian penginapan yang ditandatangani yaitu peraturan untuk tamu 
hotel amrani syariah, formulir registrasi check in hotel riyadi palace dan hotel 
brothers inn mempunyai kekuatan mengikat. Hal inisesuaidengan pendapat R. 
Subekti. Untuk yang tidak ditandatangani yaitu peraturan untuk tamu hotel 
sanashtri mempunyai kekuatan mengikat karena dalam pelaksanaannya telah 
menyampaikan pemberitahuan kepada tamu hotel dengan menempelkan 
disetiap kamar dan juga terdapat dimeja front office. Hal ini sesuai dengan 




Ariyani, Evi, 2013, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Penerbit Ombak. 
H.S, Salim, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, 
Jakarta: Sinar Grafika. 
13 
 
Muhammad, Abdulkadir, 1992, Perjanjian baku dalam praktek perusahaan 
perdagangan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo. 
Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa. 
Wardiono, Kelik, 2014, Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen, 
Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya, 
Yogyakarta: Penerbit Ombak. 
 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
 
 
 
 
 
 
